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Perihal . Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Kepada

Bermotor (Uji Kir)
Yth. 1. Gubernur Provinsi DKI
Jakarta
2. Bupati/Walikota di seluruh
Indonesia

di

Tempat

1. Dasar:

a. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 53 ayat (3),
menyebutkan bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan
bermotor pada pengujian berkala dilaksanakan oleh :

1) Unit pelaksana pengujian pemerintah Provinsi DKI Jakarta/Kabupaten/

Kota;
2) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari
Pemerintah; atau

3) Unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

b. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah bahwa pengujian berkala kendaraan bermotor
merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKi
Jakarta/Kabupaten/Kota.

c. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang
Kendaraan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pasal 122 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa Pengujian Kendaraan
Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian
Kendaraan Bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian
yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi
manajemen penyelenggaraan penguijian;

2) Pasal 160 huruf a, menyebutkan bahwa unit pelaksana uji berkala wajib
melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi:

3) Pasal 160 huruf d, menyebutkan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib
menggunakan peralatan pengujian;

4) Pasal 167 bahwa untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji
harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan bagi unit
pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang tidak melakukan kalibrasi,
hasil uji berkala dinyatakan tidak sah.

Recelamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua



d.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (terlampir) pada lampiran nomor 15 Urusan
Perhubungan menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah
salah satunya adalah “pengujian berkala kendaraan bermotor”.

2. Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, maka dimohon kepada pemerintah Provinsi
DKI Jakarta/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk merencanakan dan
menganggarkan kebutuhan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
sesuai dengan kewenangannya. Kebutuhan anggaran minimal yang dibutuhkan
untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor, antara lain:

a.

e.

Pembangunan gedung uji dan fasilitas pelayanan pengujian berkala
kendaraan bermotor serta pengadaan peralatan pengujian berkala kendaraan
bermotor;

Anggaran untuk kalibrasi alat uji berkala kendaraan bermotor;

Anggaran perawatan dan pemeliharaan gedung uji serta peralatan uji berkala
kendaraan bermotor;

Anggaran pengadaan bukti iulus uji berkaia kendaraan bermotor dan peralatan
pendukung pencetakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;

Anggaran operasional layanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

3. Demikian informasi kami sampaikan agar mendapat perhatian oleh Saudara/i  di
masing-masing wilayah untuk pelaksanaan tugas yang iebih baik. Atas perhatian
dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

BN B

9.

Menteri Perhubungan RI;
Menteri Dalam Negeri RI;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NRR. 6205 0784

Gubemur di seluruh Indonesia;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
10.Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat seluruh Indonesia:
11.Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI).



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan
dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja
tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020;

bahwa untuk sinergi perencanaan program Kkerja tahunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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